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Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tindakan fraud/kecurangan, perencanaan
dan pertanggungjawaban dalam keuangan desa di desa Maikor Kecamatan Aru
Selatan Utara Kabupaten Kepulauan Aru. Indonesia Corruption Watch (ICW)
mencatat pada semester | tahun 2021 bahwa Pemerintah Desa menjadi pelaku kasus
korupsi terbesar di Indonesia dikarenakan Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) di
Indonesia sebesar 3,88 sedangkan untuk Indeks Perilaku Anti Korupsi di bagian
pedesaan mencapai sebesar 3,83 pada tahun 2021 sehingga pengelolaan keuangan
desa sudah diatur dalam peraturan Mentri No.37 tahun 2007 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Desa. Untuk jenis penelitian ini merupakan penelitian
kualitatif deskriptif dengan pendekatan Purposive Sampling. Hasil dalam penelitian
ini menunjukkan bahwa terdapat tindakan fraud yang terjadi dalam keuangan desa
yang dilakukan oleh pemerintahan desa pada periode 2010-2015 dengan tindakan
penyalaghunaan dana dan korupsi keuangan desa. Sehingga, diperluhkan
pencegahaan dan pemeriksaan laporan keuangan desa yang lebih baik agar tindakan
fraud tidak terjadi dalam keuangan desa.

Kata kunci: tindakan fraud

Abstract

This study aims to analyze acts of fraud, planning and accountability in village finances
in Maikor Village, North South Aru District, Aru Islands Regency. Indonesia Corruption
Watch (ICW) noted in the first semester of 2021 that the Village Government was the
biggest perpetrator of corruption cases in Indonesia because the Anti-Corruption
Behavior Index (IPAK) in Indonesia was 3.88 while the Anti-Corruption Behavior Index
in rural areas reached 3.83. in 2021 so that village financial management has been
regulated in Ministerial Regulation No. 37 of 2007 concerning Guidelines for Village
Financial Management. This type of research is descriptive qualitative research with a
purposive sampling approach. The results in this study indicate that there are fraudulent
acts that occur in village finances carried out by the village government in the 2010-
2015 period with acts of misappropriation of funds and corruption of village finances.
Thus, better prevention and inspection of village financial reports is needed so that
fraud does not occur in village finances.

Keywords: act of fraud

PENDAHULUAN merupakan tindakan yang dilakukan secara
sengaja oleh satu orang atau lebih.

Pada umumnya tindakan kecurangan Kecurangan (fraud) dapat terjadi pada suatu
dalam pengelolaan keuangan memiliki entitas yang melakukan secara langsung
tujuan untuk mendapatkan keuntungan. melalui pihak ke tiga, bukan hanya orang ke
Dalam akuntansi  kecurangan  (fraud) tiga tetapi pihak lain yang memiliki
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tanggung jawab atas pengelolaan keuangan
suatu entitas
(https://accurate.id/akuntansi/pengertian-
fraud-akuntansi/). Sehingga adapun
kecurangan (fraud) menurut G. Jack Balogna
dan Robert dalam Karyono (2013) adalah
penipuan  yang disengaja umumnya
diterapkan sebagai kebohongan,
penjiplakan, dan pencurian.

Dari pengertian kecurangan (fraud)
diatas maka menurut ACFE (Association of
Certifield Fraud Examiners) dalam Novia
Tri  Kurniasari, et. al (2018) fraud
digolongkan dalam tiga jenis vyaitu, (1)
Kecurangan dalam laporan keuangan (2)
Penyalahgunaan aset dan (3) korupsi.
Kecurangan dalam laporan keuangan adalah
kecurangan dengan cara menyembunyikan
informasi  keuangan, mengatur laporan
keuangan dan mengubah laporan keuangan
dengan tujuan mengelabui pembaca laporan
keuangan untuk keuntungan pribadi atau
kelompok. Penyalahgunaan aset adalah
kecurangan dengan cara menggunakan atau

mengambil  aset  perusahaan  untuk
kepentingan pribadi. Sedangkan korupsi
adalah kecurangan dengan

menyalahgunakan jabatan atau kekuasaan
untuk kepentingan pribadi.

Selain tiga jenis fraud yang telah
digolongkan ACFE dalam Novia Tri
Kurniasari, et. al (2018) terdapat faktor-
faktor lain yang mendasari terjadinya
kecurangan yaitu: (1) insentif atau tekanan
untuk melakukan fraud; (2) Peluang untuk
melakukan fraud; (3) sikap atau rasionalisasi
untuk  membenarkan tindakan  fraud.
Sehingga menurut Priantara (2013) tekanan
dapat timbul karena masalah keuangan
pribadi, terlibat perbuatan kejahatan atau
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tidak sesuai dengan norma, tekanan yang
berhubungan  dengan  pekerjaan, dan
tekanan-tekanan lain. Peluang dapat timbul
sebagai akibat lemahnya sistem
pengendalian internal dan tata kelola
organisasi yang buruk. Rasionalisasi terjadi
karena seseorang mencari pembenaran atas
aktifitasnya yang mengandung fraud dengan
menyakini atau merasa bahwa tindakannya
bukan merupakan suatu fraud tetapi sebagai
sesuatu yang merupakan haknya.

Tindakan kecurangan (fraud)
Khususnya kasus korupsi dana desa yang
telah terjadi didesa sebelumnya telah
diamati oleh Indonesia Corruption Watch
(ICW). Yang mana, ICW mencatat pada
semester | tahun 2021, pemerintah desa
menjadi pelaku kasus korupsi terbesar di
Indonesia. Sedangkan untuk
penyalahgunaan aset dan pernyataan palsu
pada laporan keuangan atau kecurangan
laporan keuangan sering tidak terjadi
dikarenakan Indeks Perilaku Anti Korupsi
(IPAK) di negara Indonesia sebesar 3,88
sedangkan untuk Indeks Perilaku Anti
Korupsi di bagian pedesaan mencapai
sebesar 3,83 pada  tahun 2021
(https://www.cnnindonesia.com/nasional/ic
w-tahun-2021-aparat-desa-paling-korup-di-
indonesia). Kemudian dalam laporan ICW
yang menyebutkan pada periode sebelumnya
telah tercatat ada 62 kasus korupsi yang
dilakukan oleh aparat pemerintahan desa
kemudian diikuti pemerintahan kabupaten
dan pemerintahan kota masing-masing 60
dan 17 kasus.

Berdasarkan apa yang telah tercatat
oleh ICW diatas, maka seharusnya
pengelolaan keuangan desa sudah diatur
dalam peraturan Mentri No.37 tahun 2007.
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Proses dan tata cara penyusunan yang telah
di atur dalam Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 37 Tahun 2007 ini, Tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
memberikan Penjelasan seputar
tanggungjawab yang berkaitan dengan
pengelolaan keuangan desa di setiap
aparatur desa. Pada Pasal 18 Alokasi Dana
Desa berasal dari APBD Kabupaten/Kota
yang bersumber dari bagian dana
perimbangan keuangan pusat dan daerah
yang diterima oleh kabupaten/Kota untuk
Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen).

Selain itu, Pengelolaan Alokasi Dana
Desa Pasal 20 ayat (1) dan (2) menyatakan
bahwa (DPengelolaan Alokasi Dana Desa
merupakan satu kesatuan dengan
pengelolaan keuangan desa. @PRumus yang
dipergunakan dalam Alokasi Dana Desa
adalah:

a. Azas Merata adalah besarnya
bagian Alokasi Dana Desa yang
sama untuk setiap desa, Yyang
selanjutnya disebut Alokasi Dana
Desa Minimal (ADDM).

b. Azas Adil adalah besarnya bagian
Alokasi Dana Desa berdasarkan
Nilai Bobot Desa (BDx) yang
dihitung dengan rumus dan
variabel tertentu, (misalnya
Kemiskinan, Keterjangkauan,
Pendidikan Dasar, Kesehatan dll),
selanjutnya disebut Alokasi Dana
Desa Proporsional (ADDP).

Selain itu, Peraturan Mentri Dalam
Negeri No. 37 tahun 2007 ini seharusnya
menjadi dasar pedoman yang kuat agar desa
tidak dapat melakukan kecurangan, akan
tetapi dalam realitanya banyak desa-desa
yang berada di wilayah Indonesia tidak luput
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dari tindak kecurangan (fraud). Beberapa
desa yang dimaksud antaranya berada di
wilayah Indonesia timur yakni tepatnya
Kabupaten Kepulauan Aru Provinsi Maluku.
Kabupaten Kepulauan Aru merupakan salah
satu daerah di Indonesia yang memiliki 80
desa tersebut, terdapat kasus kecurangan
yang terjadi didesa Koijabi ke Balatan.

Pada kasus desa Koijabi ke Balatan ini,
terjadi pada tahun 2014 yang terletak di
daerah pedesaan kecamatan Aru Tengah
Timur, Kabupaten Kepulauan Aru. Kasus
yang terjadi adalah pembangunan jembatan
antara desa Koijabi ke desa Balatan sebagai
jembatan penghubung antara kedua Desa itu.
Namun, dana pembangunan untuk kedua
jembatan tersebut di korupsi oleh dua
terdakwa dengan nama pelaku yang
berinisial M dan N sebesar Rp. 3,5 miliar
(https://rri.co.id/ambon/dua-terdakwa-
korupsi-jembatan-koijabai-aru-dituntut-6-
tahun-penjara). Sehingga kedua terdakwa di
vonis dalam penjara selama 6 tahun
sebagaimana diatur dan melanggar Pasal 2
Jo Pasal 18 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun
1999 tentang pemberantasan tindak pidana
korupsi, sebagaimana di ubah dalam UU
Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ke-1
KHUPidana dan jaksa juga menuntut agar
dua terdakwa dapat membayar denda
sebesar Rp. 100 juta subside selama 3 bulan.

Sehingga kasus kecurangan (fraud)
yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Aru
bukan saja terjadi pada kasus dana
pembangunan desa Koijabi, akan tetapi pada
tahun 2016 kasus kecurangan telah terjadi di
Desa Maikor, Kecamatan Aru Selatan Utara,
Kabupaten kepulauan Aru yang dilakukan
oleh mantan kepala desa. Kasus tersebut
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sudah menyebar luas sampai ke media sosial
sehingga  kasus  kecurangan  dalam
pengelolaan keuangan desa telah diketahui
oleh sebagian masyarakat desa Maikor dan
masyarakat Kabupaten Kepulauan Aru
terhadap kasus kecurangan yang terjadi.

Fenomena yang terjadi dalam kasus
desa Maikor adalah kasus kecurangan yang
dilakukan oleh mantan kepala desa yaitu
korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) selama
masa menjabat periode 2010-2015. Alokasi
Dana Desa vyang di korupsi dan
disalahgunakan oleh pemerintah desa yang
memberikan dampak pengaruh negatif bagi
harapan untuk meningkatnya kesejahteraan
masyarakat desa dan pembangunan desa
yang menjadi  terbengkalai  akibat
kecurangan yang dilakukan mantan kepala
desa bersama perangkat desa lainnya.

Kemudian kasus di desa Maikor ini
sebelumnya peneliti telah  melakukan
observasi terlebih dahulu untuk
mengumpulkan data-data penelitian dari
informan di desa tersebut. Sehingga secara
singkat gambaran  mengenai  kasus
kecurangan yang terjadi di desa Maikor,
yang didapatkan oleh peneliti bahwa kepala
desa bukan saja melakukan kecurangan
ADD tetapi adapun kecurangan yang
dilakukan oleh mantan kepala desa seperti
bantuan Pemda berupa dua kedo-kedo (long
boad) yang digunakan kepala desa secara
pribadi untuk kepentingan keluarganya,
pembagian raskin yang tidak di lakukan
secara merata, bantuan rumah kumuh yang
diberikan kepada janda diberikan kepada
orang terdekat kepala desa yang diketahui
adalah kaur di Desa Maikor tersebut, selain
itu kebutuhan akan air bersih yang
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merupakan program pemerintah  untuk
menjawab kelangsungan hidup warga Desa
Maikor harus terbengkalai dikarenakan
mesin pompa untuk program air bersih
digunakan kepala desa secara pribadi.

Sehingga adapun dua masyarakat desa
yang pada akhirnya melaporkan mantan
kepala desa kepada pihak berwajib dengan
dugaan atau tuduhan kecurangan terhadap
pengelolaan keuangan desa. Alasan warga
tersebut  untuk  melapor dikarenakan
pemerintahan desa Maikor tidak dapat
berjalan dengan stabil lantaran kecurangan
yang dilakukan oleh kepala desa dan
ketidakpuasan masyarakat akan pemilihan
kepala desa yang diduga bahwa mantan
kepala desa menggunakan ijazah palsu
dalam pemilihan kepala desa pada periode
ke tiga tahun 2016.

Dengan begitu, penelitian ini akan
berkaitan dengan penelitian kecurangan
yang dilakukan oleh Ismail Alfarugi & lka
Kristianti (2019) yang menyatakan bahwa
potensi kecurangan dapat timbul karena
faktor tekanan yang dirasakan, kesempatan,
dan rasionalisasi. Tindakan kecurangan yang
timbul karena sifat rasionalisasi pelaku yang
menganggap  wajar  kesalahan  dan
pengawasan yang kurang sehingga pelaku
kecurangan melakukan kecurangan karena
sikap mereka yang menganggap wajar
terhadap kecurangan yang mereka lakukan
(Kurniawan, 2013). Sedangkan, kecurangan
juga cenderung terjadi karena sikap pelaku
yang melakukan  kesalahan  sembari
merugikan pihak lain atau organisasi
(Rosyadi, Soebagyo, & Suyatmin, 2016).
Potensi  kecurangan selanjutnya dalam
penelitian Ismail & lka Kristianti bahwa
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kecurangan yang terjadi karena tekanan
yang dirasakan dari keharusan untuk
melakukan sesuatu. Yang mana, seorang
individu akan merasakan tekanan yang besar
dari paksaan atau keharusan untuk
menyelesaikan pekerjaan sebaik mungkin
(Cizex, 2010).

Oleh sebab itu, dalam kasus yang telah
terjadi di desa Maikor terkait kecurangan
yang dilakukan pemerintah desa dalam
alokasi dana desa membuat peneliti tertarik
untuk melakukan penelitian di desa tersebut.
Dikarenakan kasus kecurangan ini dilakukan
oleh mantan kepala desa dengan adanya
kerja. sama pemerintah desa dalam
pengelolaan  keuangan desa tersebut.
Penelitian ini juga akan berbeda dengan
penelitian  sebelumnya yang dimana
penelitian tersebut adalah Analisis Potensi
Kecurangan Dalam Pengelolaan Keuangan
Desa (Studi: Desa Kesongo, Kecamatan

Tuntang, Kabupaten Semarang, Jawa
Tengah) oleh Ismail Alfarugi & Ika
Kristianti  (2019) vyang telah dibahas
sebelumnya.

Perbedaan dari penelitian ini dapat
dilihat pada fenomena yang telah dijelaskan
pada latar belakang, lokasi kasus dan objek
yang berbeda dengan penelitian sebelumnya.
Objek untuk pelaku utama dalam penelitian
ini diketahui bahwa pelaku utama telah
meninggal pada tahun 2017 dikarenakan
pelaku terjatuh saat hendak ke dapur rumah
pelaku sendiri. Namun, objek dalam
penelitian ini akan berfokus kembali kepada
aparat desa baru dan masyarakat yang
berada di desa Maikor terhadap kasus
kecurangan yang terjadi dalam pengelolaan
keuangan desa.
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Berdasarkan uraian diatas, maka
peneliti ingin menganalisis mengapa dan
bagaimana perencanaan dan pertanggung
jawaban dalam pengelolaan keuangan Desa
Maikor tersebut. Dengan demikian “Analisis
Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa
(Studi Kasus Desa Maikor, Kecamatan Aru
Selatan Utara Kabupaten Kepulauan Aru)
sebagai analisis terhadap keuangan.

METODOLOGI

Penelitian ini adalah Penelitian
Kualitatif. Menurut Husaini dan Purnomo,
(2009:130) penelitian deskriptif kualitatif
merupakan metode  deskriptif  dengan
penelitian kualitatif yang diartikan dengan

wawancara, apa adanya sesuai dengan
pertanyaan penelitiannya kemudian
dianalisis pula dengan kata-kata yang

melatar belakangi. Adapun yang dimaksud
dengan deskriptif yaitu suatu penelitian yang
sekedar untuk menggambarkan suatu
variabel yang berkenaan dengan masalah
yang diteliti tanpa mempersoalkan hubungan
antar variable.

Menurut Bogdan dan Tylor yang
mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai
prosedur penelitian yang menghasilkan data
deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan
dari orang-orang atau perilaku yang diamati
(Lexy J. Moleong, 2010: 4). Metode
kualitatif deskriptif menyesuaikan pendapat
antara peneliti dengan informan. Pemilihan
metode ini dilakukan karena analisisnya
tidak bisa dalam bentuk angka dan peneliti
lebih  mendeskripsikan segala fenomena
yang ada di masyarakat secara jelas.
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Dalam  penelitian ini, peneliti
mengambil objek penelitian yaitu tentang
menganalisis kecurangan dalam pengelolaan
keuangan desa yang berada di Kabupaten
Kepulauan Aru yang dilakukan oleh Mantan
Kepala Desa selama masa menjabat periode
2010-2015. Untuk narasumber dalam
penelitian ini adalah orang-orang yang dapat
dipercaya (Key Person) dan narasumber
yang mengetahui kronologi terjadinya kasus
kecurangan pengelolaan keuangan desa yang
dilakukan oleh mantan kepala desa selama
masa menjabat periode 2010-2015 sebagai
berikut, kepala desa, sekertaris desa,
bendahara desa, ketua BPD desa, dan
masyarakat.

HASIL PENELITIAN
PEMBAHASAN

DAN

Hasil penelitian di desa Maikor
bahwa  sebagian  narasumber  tidak
mengetahui dan memahami apa itu
kecurangan (fraud), kecurangan dalam versi
agama maupun dalam laporan keuangan.
Dengan begitu, perluh adanya pemahaman
yang baik bagi setiap desa agar
pemerintahan  desa dapat memahami
tindakan  kecurangan dan  mencegah
terjadinya  kecurangan (fraud) dalam
pengelolaan keuangan desa. Dalam proses
wawancara untuk setiap narasumber di desa
Maikor, diketahui bahwa sebelumnya
peneliti telah memberikan sedikit gambaran
tentang pengertian fraud kepada narasumber
agar narasumber dapat memahami gambaran
tentang fraud. Dengan pemahaman yang
telah dijelaskan peneliti maka pemerintah
dan masyarakat  desa mengatakan
kecurangan (fraud) itu seperti kasus korupsi
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dalam keuangan desa yang terjadi pada
periode 2010-2015 seperti pertanyaan
berikut, apakah kasus yang terjadi pada
tahun 2010-2015 merupakan kasus korupsi?
“Iya” ungkap semua narasumber yang
berada di desa Maikor. Sehingga pada saat
peneliti mewawancarai narasumber tentang
bagaimana sampai kasus kecurangan dalam
pengelolaan keuangan desa pada periode
2010-2015 bisa terjadi? Berikut pernyataan
narasumber bahwa :
“Dikarenakan rakus, tidak ada rasa
kepuasaan dan kepentingan satu
dengan lain sehingga
penyalahgunaan dana bisa terjadi”
(Ungkap narasumber 1, 2, dan 3).

Setelah pernyataan diatas maka muncul
pertanyaan berikut agar kasus korupsi lebih
di perjelas seperti bagaimana sampai kasus
korupsi bisa terjadi? ‘“kasus korupsi,
penyalagunaan uang desa/dana desa untuk
diri sendiri dan merugikan desa serta
mengecewakan masyarakat desa” ungkap
narasumber 1,2,3,5, dan 6. Adapun
pernyataan narasumber 4 yang mengatakan
“kasus korupsi tetapi belum ada tindakan
penangkapan  sehingga  belum  bisa
dipastikan” pernyataan narasumber 4 ini
menjelaskan bahwa belum ada penangkapan
atau proses dari pihak berwajib karena
gugatan yang di laporkan masyarakat hanya
sebatas memasukkan laporan korupsi di
pihak berwajib tetapi belum ada tindakan
sehingga belum di pastikan.
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= Perencanaan Dalam

Keuangan Desa

Pengelolaan

Berdasarkan hasil wawancara kasus
kecurangan di atas maka perencanaan pada
pengelolaan keuangan desa merupakan salah
satu kegiatan yang dilakukan oleh setiap
desa dengan mekanisme yang dilakukan
mulai dari menyusun Rancangan Peraturan
Desa (Raperdes) hingga dilakukan evaluasi
oleh camat vyang didasarkan pada
pendelegasian wewenang dari  Bupati.
Namun pada perencanaan periode 2010-
2015 diketahui bahwa pada waktu itu
masyarakat hanya mendengar perencanaan
program yang di lakukan pemerintahan desa
tetapi untuk terlibat dalam program tersebut
masyarakat desa tidak mengetahui karena
pemerintahan pada periode 2010-2015
mengunakan sistem pemerintahan tertutup.
Untuk musrembang yang seharusnya
menghadirkan masyarakat namun
pemerintahan desa periode 2010-2015 tidak
mengahdirkan masyarakat untuk
memasukkan ~ masukan  dan  usulan
masyarakat desa. Sehingga perencanaan
desa tidak diketahui oleh masyarakat desa
dan juga banyak perencanaan program
pembangunan pada periode 2010-2015
terbengkalai dikarenakan program desa tidak
dijalankan dengan baik oleh mantan kepala
desa (informasi dari narasumber didesa).

= Pertanggungjawaban dalam
pengelolaan keuangan desa
Dalam laporan

pertanggunganjawaban desa dengan adanya
pemerintahan desa pada tahun 2018 bahwa
dikatakan lebih baik dikarenakan tingkat
kepercayaan masyarakat terhadap
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pemerintahan desa sekarang lebih terbuka
dari sistem pemerintahan lama. Sehingga
tingkat kepercayaan masyarakat desa
terhadap  pemerintahan  desa  dalam
pertanggungjawaban laporan keuangan desa
dapat  dipresentasikan  50%  adanya
kepercayaan masyarakat yang sepenuhnya
percaya kepada pemerintahan desa sekarang.
Berikut pernyataan narasumber 4 tentang
kepercayaan masyarakat bahwa:
“Masyarakat percaya sepenuhnya
pertanggungjawaban desa karena ada bukti
yang dilampirkan” ungkap narasumber 4,
sedangkan pernyataan dari narasumber 2

yang mengatakan: “50% adanya
kepercayaan masyarakat desa” ungkap
narasumber 2.  Adapun  pernyataan
masyarakat yang mengatakan bahwa:
“Tingkat kepercayaan sangat luas untuk
perangkat desa  sekarang”. Sehingga
dikatakan  laporan  pertanggunjawaban

keuangan desa dalam pemerintahan baru
sangat baik dan menjalankan perencanaan
program  sesuai  dengan  keputusan
musrembang di desa. Oleh sebab itu, tingkat
kepercayaan masyarakat yang sangat luas
diberikan  kepada pemerintahan  desa
dikarenakan pemerintahan desa
memaparkan semua anggaran sesuai dengan
program yang di laksanakan di desa.

KESIMPULAN

Berdasarkan  penelitian  tindakan
kecurangan (fraud) di desa Maikor ini
bahwa kecurangan memang terjadi dalam
pengelolaan keuangan desa terkait alokasi
dana desa yang dilakukan mantan kepala
desa dan adanya kerja sama pemerintah desa
pada periode  2010-2015.  Sehingga
kecurangan dalam pengelolaan keuangan
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desa yang dilakukan mantan kepala desa
membuat masyarakat sangat kecewa dan

mengakibatkan kerugian yang lumayan
besar terhadap keuangan desa, berikut
adalah  pernyataan  narasumber  atas
kekecewaan terhadap tindakan kecurangan
yang terjadi didesa bahwa “sangat
mengecewakan masyarakat” ungkap
narasumber 4.

Tindakan kecurangan (fraud)
diidentifikasikan menggunakan teori fraud
pentangon vyang terdiri dari tekanan,

kesempatan, rasionalisasi, capability, dan
arogan yang ada dalam diri mantan kepala
desa. Namun, dari lima faktor penyebab
terjadinya kecurangan dalam teori fraud
pentagon maka penelitian ini lebih ke faktor
kesempatan. Yang dimana  faktor
kesempatan adanya kerja sama yang
dilakukan mantan kepala desa bersama
perangkat desa selama masa menjabat
periode 2010-2015. Dan juga diketahui
bahwa operator desa yang merupakan orang
yang membantu penginputan laporan
keuangan desa adalah keluarga dekat dari
mantan  kepala desa sendiri  seperti
pernyataan narasumber berikut “Operatur
desa dulu beda dengan sekarang. Operator
dulu itu adalah anak dari mantan kepala desa
sendiri” ungkap narasumber 2, sehingga
timbul adanya faktor kesempatan yang
membuat peluang besar untuk mantan
kepala desa bekerja sama dengan perangkat
desa dalam  melakukan  kecurangan
pengelolaan keuangan desa.

berdasarkan hasil penelitian tindakan
kecurangan dalam pengelolaan keuangan
desa dengan pembahasan sebelumnya maka
kesimpulan terhadap penelitian yang telah
peneliti lakukan agar tercapainya penerapan
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pengelolaan keuangan terkait Alokasi Dana
Desa yang baik dan tidak terjadinya
tindakan kecurangan dalam pengelolaan
keuangan desa terhadap pemerintah desa
untuk mewujudkan tata kelola yang lebih
baik maka harus ada pembenahan dalam
beberapa hal.
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